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ABSTRAK

AeH

EFEKTIVITAS UNIT PELAYANAN (UP) PENGELOLAAN PENDAPATAN

“ PINGGIR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PAJAK
= KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS

=

= OLEH:

N

=

=z Windy Maharani

w 12270524203

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi Riau. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Provinsi Riau membentuk Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan
Pendapatan Pinggir sebagai bagian dari UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas UP
Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis serta mengidentifikasi faktor-faktor
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis efektivitas pelayanan didasarkan pada teori efektivitas organisasi
menurut Duncan yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan PKB di UP Pengelolaan
Pendapatan Pinggir telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan prosedur
pelayanan yang jelas, persyaratan yang sederhana, serta kemudahan akses bagi
V(Zﬁjib pajak. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek waktu
pelayanan terutama akibat gangguan sistem dan meningkatnya jumlah wajib
pJa&ak pada waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan
waktu pelayanan dan dukungan sarana prasarana guna meningkatkan efektivitas
pelayanan PKB.

Kata Kunci: Efektivitas, pelayanan Publik, Pajak Kendaraan Bermotor, Unit
Pélayanan

~
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o ABSTRACT

s
EFFECTIVENESS OF THE SERVICE UNIT (UP) FOR MARGINAL INCOME
MANA GEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TAX
SERVICES IN BENGKALIS REGENCY

BY:

Windy Maharani
12270524203

NINnXHwe

Aggtor Vehicle Tax (PKB) services are a form of public service that plays a
i%niﬁcant role in increasing the Regional Original Income (PAD) of Riau

ovince. To bring services closer to the community, the Riau Provincial
Government established a Marginal Revenue Management Service Unit (UP) as
part of the Duri Revenue Management Unit (UPT). This study aims to determine
and analyze the effectiveness of the Marginal Revenue Management Unit in
administering Motor Vehicle Tax services in Bengkalis Regency and to identify
the inhibiting factors. This study uses a qualitative descriptive method with data
collection techniques through interviews, observation, and documentation. The
analysis of service effectiveness is based on Duncan's theory of organizational
effectiveness, which includes goal achievement, integration, and adaptation. The
results show that in general, PKB services at the Marginal Revenue Management
Unit have been running quite effectively, characterized by clear service
procedures, simple requirements, and easy access for taxpayers. However, there
are still obstacles in the aspect of service time, mainly due to system disruptions
and the increasing number of taxpayers at certain times. Therefore, it is necessary
tamncrease service management time and support infrastructure to improve the
eﬁécttveness of PKB services.

KEywords. Effectiveness, Public Services, Motor Vehicle Tax, Service Units

i
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KATA PENGANTAR
puy alll o> )l au> I

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis
ucapkan kepada Allah Subhannahu Wa Ta’ala karena atas rahmat-nya penulis
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis
mengucapkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar
Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar.
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan
Pendapatan Pinggir dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis”. Skripsi ini diajukan untuk
memenuhui persyaratan Akademis dalam menyelesaikan program studi S1
Administrasi Negara untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai
tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh sebab itu, untuk pertama dan yang
paling utama selaku penulis sampaikan terimakasih kepada Allah SWT
karena berkat rahmat dan karunia-nya, serta atas izin- Nya penulis dapat
sampai di tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya
teruntuk yang paling istimewa bagi penulis, kedua orang tua tercinta dan
tersayang penulis, Ayah Suwardi KRN dan Mama Salbiah tidak henti-

hentinya memberikan penulis perhatian, dukungan, dan doa yang terbaik
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kepada penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan
dukungan yang tak pernah putus, sejak langkah pertama saya kuliah hingga
hari ini. Setiap doa mamak dan ayah adalah cahaya dalam perjalanan saya
menyelesaikan Skripsi ini dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada
kakak ica khairani dan adik keysya tri maharani atas doa dan dukungan yang
telah diberikan pada awal perkuliahan hinggah penulis bisa menyelesaikan
skripsi ini. Banyaknya bimbingan dan bantuan serta do’a yang diberikan,

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M. Si selaku ketua jurusan SI
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr Rodi Wahyudi, S.Sos, M. Sos.Sc. Selaku Sekretaris jurusan SI
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Muslim S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah

memberikan arahan serta motivasi dan nasehat yang sangat berharga
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10.

kepada penulis mulai dari penyusunan proposal hingga pembuatan
skripsi.

Ibu Pivit Septiary Chandra S.Sos.,M.Si. Selaku Pembimbing akademik
yang selalu memberikan atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang
telah diberikan selama masa kuliah.

Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Seluruh Petugas Unit Pengelolaan Pendapatan Pinggir serta para
informan dalam penelitian yang telah memberikan izin untuk
melaksanakan penelitian, hingga mudah untuk menyelesaikan penelitian
ini.

Teruntuk sahabat seperjuangan penulis Hana, Siti, Febry, Keysa, Ana,
Fitria,Novi, Mawar,Sari,dan Mutia yang Merupakan sahabat penulis di
masa perkuliahan, terimakasih atas dukungan, motivasi, serta selalu

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Semoga semua doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan
yang telah diberikan akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, sebagai
penulis karya skripsi saya masih jauh dari kata sempurna, karena
kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan penulis hanyalah manusia biasa
yang dijadikan sebuah semangat sebagai pembelajaran bagi penulis
kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap
semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk peneliti
selanjutnya, aamiin ya rabbal,alamin.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, 2026

Penulis

WINDY MAHARANI
12270524203
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BAB I

PENDAHULUAN

[

Nely EXSNS NIN A1 B}C

Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan dan ekspetasi masyarakat adalah pelayanan publik. Dimana
Pelayanan Publik ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah
atau institusi publik untuk memenuhi kebutuhan dan ekspetasi masyarakat
melalui penyediaan layanan informasi, atau fasilitas yang meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat(Kholifah, 2025) Bidang-bidang ini
termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan hidup, dan
keamanan. Kualitas pelayanan publik sangat di pengaruhi oleh efisiensi dan
efektivitas proses penyampaian layanan, serta kemampuan pemerintah untuk
mendengarkan dan memenuhi aspirasi masyarakat (Haryati et al., 2024)

Di era digital saat ini masyarakat tidak hanya menginginkan waktu dan

biaya yang efisien, tetapi mereka juga menginginkan transparansi informasi,

DIWR[S] 3)el§

. tanggung jawab, dan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan
pemerintah serta layanan yang memuaskan dan berkualitas tinggi (Pratiwi et
al., 2025) karena situasi ini, aparatur pemerintah harus beradaptasi dengan

dinamika zaman dan melakukan inovasi di setiap aspek pelayanan publik

ng jo AjIsiaArupn

H (Sangaji, 2025) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan

ue)

kepercayaan publik, pemerintah diharapkan untuk terus menerapkan inovasi

]

11eAg

“layanan melalui integrasi teknologi digital. Simplikasi, prosedur, dan ekspansi

cakupan layanan. (Sukmana et al., 2022)

nery wisey J
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Salah satu aspek utama dalam pelayanan publik yang mendapat
perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah layanan di sektor perpajakan.

Terutama Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) memberikan kontribusi signifikan

lw e}dio yeH o

— terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Farhan, 2023) PKB berperan
-~

= sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan, Kkarena
7=

U) . . . .
~ pendapatannya digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti

w
o, perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, tingkat

A

o, kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor harus

dipertahankan melalui peningkatan efektivitas layanan publik (Sukma &
Nabila, 2025)

Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah” PKB termasuk dalam jenis pajak provinsi, di
mana hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¢» pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Artinya, semakin tinggi

je

© penerimaan dari sektor PKB, maka semakin besar pula kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan

N dTWe[s]

~ pelayanan publik lainnya. Selain itu, sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi
mengenai Pajak Daerah, objek Pajak Kendaraan Bermotor mencakup
kepemilikan atau pengendalian kendaraan bermotor, baik yang beroda dua
maupun beroda empat. Pajak tersebut dikenakan setiap tahun dan merupakan

salah satu sumber utama bagi penerimaan Daerah Provinsi Riau (Yamin et al.,

2025)

nery wisey JrredAg uejpng jo AJIsIaAru
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Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2023 menunjukkan
bahwa sektor wajib pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi rata-

rata sekitar 35 persen per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rachman

w eidio jyeH

= Arief, 2023). Informasi yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah.
-~
= Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan
7=
U) . . . .
~* PKB sangat bergantung pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di
w

o, bidang perpajakan. oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan

A
o, bahwa pelayanan pkb dapat berjalan secara optimal dan menjangkau

—

masyarakat secara luas (Dharma, 2025)

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai Badan Teknis Pengelola Pendapatan

Daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat

, baik dalam pelaksana teknis Maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan

S

Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai 20 Unit Pelaksana Teknis
(UPT) pengelolaan pendapatan dan 23 Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan
: Pendapatan yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota se-Riau dengan
nomenklatur cabang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.
Pembentukan Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau didasarkan
pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Provinsi Riau Tahun

]

< 2019-2024. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa salah satu strategi

AG uejpng yo AJISIdATU dTWR]S] 3}¢e}

)

utama adalah memperluas jangkauan pelayanan pajak daerah melalui

Nnery Wisey JILIt
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pembentukan unit pelayanan di tingkat kecamatan, guna meningkatkan
efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sebagai tindak lanjut dari strategi tersebut, dibentuk Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan di berbagai wilayah, salah satunya

NXlw eydio yeH

— UPT Pengelolaan Pendapatan Duri di Kabupaten Bengkalis. Melalui UPT
7=

g) tersebut, kemudian dibentuk Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan 4
w

o, Pinggir yang berlokasi di Kecamatan Pinggir sebagai upaya mendekatkan

A
o pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum adanya Unit Pelayanan (UP), masyarakat Kecamatan Pinggir
harus menempuh jarak sekitar 18-20 km menuju UPT Pengelolaan
Pendapatan Duri untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB). Kondisi ini tentu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih

besar. Dengan dibentuknya UP Pinggir, diharapkan pelayanan menjadi lebih

, mudah dijangkau, cepat, dan efisien Berdasarkan Renstra tersebut, Unit

S

Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir memiliki tugas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pemungutan
- pendapatan daerah, khususnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, serta
melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan PT Jasa
Raharja. Selain itu, UP juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan
serta pelaksanaan administrasi pelayanan.

Dengan demikian, keberadaan Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan

]

Pendapatan Pinggir memiliki dasar yang kuat secara kebijakan dan berperan

G ue}lng Jo AJISIdATU) DTWR]S] d)e)

I1eA

penting dalam mendukung peningkatan efektivitas pelayanan serta pencapaian

nery wisey J
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target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Berdasarkan Renstra tersebut,
Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir memiliki tugas untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pemungutan

1w e1dio yeH

- pendapatan daerah, khususnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, serta
melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan PT Jasa
Raharja. Selain itu, UP juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan

serta pelaksanaan administrasi pelayanan. keberadaan Unit Pelayanan (UP)

d BXSNS NIN X

 Pengelolaan Pendapatan Pinggir memiliki dasar yang kuat secara kebijakan

nei

dan berperan penting dalam mendukung peningkatan efektivitas pelayanan
serta pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Bapenda Provinsi Riau, pembentukan Unit Pelayanan (UP) bertujuan
untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kemudahan akses bagi
masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB). Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dalam penelitian ini mengacu

1818

J

® pada sejauh mana Unit Pelayanan mampu mencapai tujuan tersebut, yang

. dianalisis melalui indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (
- Zahrani, 2024)

Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir merupakan
bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri yang

berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan pelayanan kepada

}INS JO AJISISATU) DTWR]S]

masyarakat. Pembentukan UP bertujuan untuk membantu kantor pusat (UPT)

2Ag ue

“dalam menjangkau wilayah yang memiliki jarak cukup jauh, sehingga

pelayanan dapat dilakukan lebih dekat, cepat, dan efisien.

Nnery Wisey JILIt
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Sebelum adanya Unit Pelayanan (UP), masyarakat di wilayah Pinggir
harus melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor langsung ke kantor

UPT Pengelolaan Pendapatan Duri yang berlokasi cukup jauh dari tempat

1w e1dio YeH ©

:tinggal mereka. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan
biaya, waktu, dan tenaga yang lebih besar. Namun setelah dibentuknya UP
Pinggir, akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau, sehingga diharapkan

, dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

d BXSNS NIN X

o, bermotor (Saprianti et al., 2023) Jarak antara wilayah Pinggir dengan kantor

n

induk UPT di Duri menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Unit
Pelayanan ini. Dengan kondisi geografis tersebut, keberadaan UP sangat
penting untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat
yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Namun demikian,

tidak semua kecamatan memiliki Unit Pelayanan, sehingga masih terdapat

, kesenjangan akses pelayanan antar wilayah.

S

Meskipun keberadaan Unit Pelayanan (UP) telah memberikan 6
kemudahan akses, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai
- permasalahan, seperti fluktuasi penerimaan PKB, kendala pada sistem aplikasi
ERI, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Permasalahan
tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya

berjalan secara optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait tingkat

efektivitasnya.

G ue}lng Jo AJISIdATU) DTWR]S] d)e)

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2021,Unit Pelayanan (UP)

I1eA

Pengelolaan Pendapatan Pinggir sudah menjadi solusi untuk masyarakat di

nery wisey J
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kecamatan Pinggir agar tidak perlu jauh untuk membayar pajak di UPT Duri.
Namun berdarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis di lapangan, ternyata
masih ada beberapa permasalahan dalam pelayanan tersebut.

Masalah utama yang penulis temukan adalah belum konsistennya
Realisasi pencapaian target pajak di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir. Hal

ini dapat dilihat dengan data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari

‘nery eysng Nin Jelem bueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad q
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tahun 2021-2025 yang menunjukkan angka naik turun.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Realisasi PKB di Unit Pelayanan (UP)

Pengelolaan Pendapatan Pinggir Tahun 2021-2025

Tahun Target PKB(RP) RealisasiPKB) Presentase (%)
2021 5.000.000.000 2.446.682.000 49.98%
2022 4.543.999.017 5.181.486.000 118,91%
2023 7.200.679.000 6. 158.902.812 85,54%
2024 6.674.898.582 5.603.215.379 83,95%
2025 6.878.765.321 5.990.756.4556 87.1%
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(Sumber: UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir 2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, capaian realisasi penerimaan PKB di Unit
Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Pinggir menunjukkan fluktuasi dari tahun
ketahun. Penurunan Target pada tahun tahun tersebut menunjukkan adanya
ketidak konsistenan capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor. Meskipun
demikian UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir tetap memberikan kontribusi
yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau (Lumy et al.,

2018)
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Selain itu, dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor, Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir telah
menerapkan pelayanan berbasis digital melalui penggunaan aplikasi
Electronic Registration and Identification (ERI). Aplikasi ERI merupakan
sistem milik Kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi untuk melakukan
registrasi, identifikasi, serta verifikasi data kendaraan bermotor sebagai dasar
dalam proses pembayaran PKB. Keberadaan sistem ini sangat penting karena
seluruh proses verifikasi data kendaraan dan pencetakan dokumen pajak
bergantung pada aplikasi ERI (Maharani Sabrina Della, 2025)

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pelayanan
PKB di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir sering mengalami hambatan
teknis berupa gangguan pada sistem ERI. Ketika jaringan atau sistem ERI
mengalami eror atau down, petugas tidak dapat melakukan verifikasi data
kendaraan maupun mencetak notice pajak, sehingga proses pembayaran PKB
tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kondisi tersebut menyebabkan
terjadinya penumpukan antrean, meningkatnya waktu pelayanan, serta
berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu
atau memilih datang kembali di hari lain.

Masalah gangguan sistem ini bukan sekedar asumsi penulis, tetapi
dibuktikan dengan pernyataan petugas, Hal ini disampaikan pada saat
wawancara dengan petugas UP Pinggir berikut kutipan wawancaranya:

“ Kendala yang paling sering kami hadapi di kantor itu biasanya

Sistem Aplikasi ERI nya yang mendadak eror atau down, kalau sudah

begitu proses verifikasi data kedaraan jadi terhenti dan kami tidak bisa
cetak notice pajaknya,dan suka eror pada saat jam layanan kemudian
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biasanya kalau sudah eror gitu biasanya kami infoin ke WP untuk
sabar menunggu karena harus nunggu lebih lama dari biasanya.”
(Wawancara , senin 8 september 2025)

Kondisi ini menjadi masalah karena menunjukkan bahwa adanya

Ijtw e1dio yeH o

; ketergantungan pada sistem yang belum stabil. Gangguan pada Sisrtem ERI
ini menjadi masalah yang cukup besar karena standar pelayanan yang sudah
di tetapkan tidak berjalan baik. dan sering terjadi pada jam layanan juga

belum menunjukkan adanya sistem cadangan agar memungkinkan pelayanan

d BXSNS NIN

" tetap berjalan dengan cepat. hal ini bukan hanya menghambat pelayanan tapi

nei

juga menggangu kenyamanan wajib pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pra riset yang penulis lakukan di
lapangan pada hari Senin 8 September 2025, di temukan bahwa ditemukan
bahwa kondisi sarana dan prasarana di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir
masih sangat terbatas. Penulis melihat langsung bahwa ruang pelayanan yang
tersedia tergolong sangat sempit, sehingga ruang gerak masyarakat sebagai
wajib pajak menjadi terbatas. Selain itu, ketersediaan kursi tunggu juga masih

terbatas

Gambar 1. 1 Sarana dan Prasarana di UP Pengelolaan Pendapatan

nery wisey JireAg uejpng jo £JISIdAIU() dTUIB[S] d3}€}S
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(Sumber. dokumentasi peneliti 2025)
Gambar 1.1 diatas yaitu Kondisi tersebut terlihat dari ruang pelayanan

yang relatif sempit, keterbatasan meja dan kursi bagi wajib pajak, serta

1w e1dio yeH ©

- fasilitas pendukung pelayanan yang belum sepenuhnya memadai.
Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat memengaruhi kenyamanan
wajib pajak serta efektivitas proses pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
(Putri Aulia Reysha, 2025)

Permasalahan- permasalahan tersebut, baik dari hasil observasi,

nelry exsns NN A

wawancara, maupun data yang diperoleh dari Unit Pelayanan (UP) Pinggir,
menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan
pelaksanaan pelayanan di lapangan. Permasalahan yang ditemukan meliputi
fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kendala pada sistem
aplikasi ERI, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Kondisi

o tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan

je}

© Bermotor di Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Pinggir belum

sepenuhnya berjalan optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai

N dTWe[s]

tingkat efektivitasnya.

Efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari pencapaian

K31SI3ATU

‘target penerimaan, tetapi juga dari kemampuan Unit Pelayanan dalam
., mencapai tujuan pembentukannya, membangun integrasi melalui sosialisasi

. dan kerja sama, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kendala yang

< terjadi di lapangan.

nery wisey JireAg uejjng jo
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Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk menilai efektivitas Unit
Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam penyelenggaraan
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, baik dari aspek pencapaian tujuan,
integrasi, maupun kemampuan adaptasi terhadap kondisi di lapangan.

Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas penyelenggaraan

pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pengelolaan

SNS NIN Y!lw eydio jeH ©

o, Pendapatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Analisis dilakukan dengan

A

-, menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang meliputi

—

indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Efektivitas Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan
Pendapatan Pinggir dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan

Bermotor di Kabupaten Bengkalis.”

5]
1:2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

—

Bagaimana efektivitas Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan
Pinggir dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di
Kabupaten Bengkalis?

Apa saja faktor penghambat efktivitas unit pelayanan pengelolaan
pendapatan pinggir dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan

bermotor di Kabupaten Bengkalis?

nery wisey jrreAg uejng jo AJISI2AIU) dDTWE]S] 3
\S]
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15 Tujuan Penelitian

S

g. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

g 1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Unit Pelayanan (UP)
; Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam penyelenggaraan pelayanan pajak
% kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis..

g) 2. Untuk mengetahui faktor — faktor penghambat efektivitas Unit Pelayanan
% (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam penyelenggaraan pelayanan
g pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis..

1.4 Manfaat Penelitian

TUIe[s] 3je3s

nery wisey JuredAg uejyng jo AjrsIaAmun d

2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang

administrasi publik, khususnya terkait efektivitas penyelenggaraan

pelayanan publik di sektor perpajakan daerah, serta menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait (UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir): Sebagai
bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas
pelayanan pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai masukan dalam merumuskan
kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik

di bidang pajak daerah.
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©

Q:E c. Bagi Masyarakat: Sebagai sumber informasi untuk memahami
N

2 pentingnya efektivitas pelayanan publik dan peran masyarakat dalam
©

2 mendukung keberhasilan pelayanan pajak kendaraan bermotor.

=
1§ Sistematika Penulisan

= Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, penulis menetapkan

7))

o sistematika penulisan sebagai berikut:

o

“) BAB1 :PENDAHULUAN

QO

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaatan penelitian dan sitematika

penulisan

BABII : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat definisi, teori, sumber dari buku, jurnal, dan

publikasi pada penelitian sebelumnya.

BABIII : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan lokasi peelitian dan waktu penelitian,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan

sampel serta metode analisis.

BABIV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

nery urrse) JiureAg uejng jo A31SIaAIU) dTWER[S] 33€)§
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BABV

BAB VI

14

Dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambaran lokasi umum
penelitian yang diambil yaitu Unit Pelayanan pengelolaan

Pendapatan Pinggir.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang
diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

yang digunakan sebagai penguat data dalam penelitian ini.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini yaitu peneliti menulis semua rangkuman hasil
penelitian, keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian,
serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian

selanjutnya.
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G\II Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/en_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB II

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas
diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan hasil atau dampak terhadap
pencapaian suatu usaha. Efektivitas menunjukkan bagaimana tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya
efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan. Menurut Mardiasmo (Farida, 2022), efektivitas merupakan ukuran
yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai
tujuannya. Sementara itu, Effendy (dalam Dharmawangsa, 2019)
mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah
direncanakan dengan memperhatikan efisiensi dalam penggunaan biaya,
waktu, serta jumlah personel yang ditetapkan.

Steers (dalam Aziz, 2016) menyatakan bahwa Efektivitas adalah
jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan
sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan
cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar
terhadap pelaksanaannya.

Menurut Gibson (dalam nuraida, 2019), efektivitas bisa didefinisikan
sebagai derajat keberhasilan dalam meraih tujuan dan sasaran yang sudah
ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut bergantung pada sejauh mana

pengorbanan atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya.

16
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Menurut Handayaningrat (dalam Amalia, 2024) menyebutkan bahwa
efktivitas merupakan penilaian terhadap tercapainnya target serta sasaran
yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa
efektivitas merupakan suatu pengukuran yang di aplikasikan sebagai acuan
agar tercapainya sasaran dan tujuan dari organisasi yang sudah di rencanakan
terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa definisi efektivitas diatas, dapat tarik kesimpulan
bahwasanya efektivitas yaitu menggambarkan suatu program, kegiatan atau
organisasi yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditemukan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Untuk mengukur efktivitas sebuah program bukan sesuatu yang mudah,
sebab efektivitas dapat dipahami dari beragam perspektif, tergantung pada
siapa yang melakukan penilaian. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan
membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target atau standar yang
telah ditetapkan. Namun, apabila upaya yang dilakukan tidak menghasilkan
tujuan maupun sasaran yang diharapkan, maka proses atau kegiatan tersebut
dapat dikatakan tidak efektif (Ulimpa, 2022)

Efektivitas Organisasi Merupakan ukuran sejauh mana suatu unit
mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
optimal. Menurut Duncan dalam Steers 1985 menjelaskan bahwa ada
berbagai cara yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas, yang

meliputi tiga indiktor utama yaitu:
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1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan proses yang dilaksanakan
guna mencapai target yang sudah ditentukan. proses ini harus
dipandang  sebagai  rangkaian  tahapan  yang  saling
berkesinambungan.

2. Integrasi adalah proses penilaian terhadap sejauh mana suatu
organisasi memiliki kemampuan dalam membangun kesepahaman,
melakukan sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai organisasi
atau pihak lain.

3. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk berdaptasi
dengan perubahan kondisi sekitar dari dalam maupun luar.
sehingga tetap mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya
secara efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan atau
dinamika yang terjadi.

Pendapat Duncan dalam Steers Menunjukkan bahwa efktivitas bukan
sekedar soal tercapainya target, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan
organisasi menjaga kerja sama internal serta kesiapannnya menghadapi
perubahan lingkungan kerja. Karena itu, efektivitas menjadi ukuran yang
menyeluruh untuk menilai kinerja sebuah unit pelayanan publik.

Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan
dalam Steers (1985), penelitian ini menggunakan tiga indikator utama yaitu
pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam konteks penelitian ini,
indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Unit Pelayanan (UP)

Pengelolaan Pendapatan Pinggir mampu mencapai tujuan pembentukannya.
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Adapun tujuan utama dibentuknya Unit Pelayanan (UP) adalah untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemudahan akses,
serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh
karena itu, pengukuran efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya berfokus
pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga pada kemampuan UP dalam
memberikan kemudahan pelayanan, membangun kerja sama, serta
beradaptasi terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

Sebuah Organisasi dalam mencapai tujuannya banyak dipengaruhi oleh
faktor, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Steers (1985) dimana
terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi,
yaitu:

1. Karakteristik Organisasi, Karakteristik Organisasi terdiri dari struktur
dan teknologi organisasi. Struktur adalah cara unik suatu organisasi
menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi.
dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti
luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi, pekerjaan.

2. Kkarekteristik lingkungan, karekteristik lingkungan terdiri dari dua
aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan
internal ada umumnya dikenak sebagai iklim organisasi, meliputi
macam-macam atribut lingkungan kerja misalnya orientasi pada

prestasi dan pekerja sentris. sedangkan lingkungan eksternal adalah
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kekuatan yang timbul diluar batas batas organisasi dan mempengaruhi
keputusan serta tindakan dalam oganisasi.

3.  Ketiga, karekteristik pakerja, karekteristik pekerja merupakan faktor
yang paling peenting atas efektivitas organisasi, karena perilaku mereka
inilah yang dalam jangka panjang akan mempelancar atau
memperlambat tujuan organisasi.

4.  keempat, kebijakan dan praktek manajemen, kriteria kebijakan dan
praktek manajemen terdiri dari penetapan tujuan = strategis,
menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan,
dan pengambilan keputusan serta adaaptasi. komunikasi, kepemimpinan

dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan invoasi organisasi.

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah proses memberikan bantuan kepada
masyarakat dengan memberikan kemudahan, sehingga tercipta kepuasan dan
keberhasilan. Pelayanan ini menghasilkan produk yang baik berupa barang
dan jasa (Futum Hubaib, 2021). Selanjutnya Menurut Undang —Undang
Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, menjelaskan bahwa
pelayanan publik yaitu proses atau serangkaian proses yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan layanan berdasarkan hukum yang berlaku bagi seluruh
warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, atau layanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

Menurut Hardiansyah (dalam Suryantoro & Kusdyana, 2020),

pengertian pelayanan publik adalah menyediakan layanan untuk memenuhi
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kebutuhan individu, masyarakat, atau organisasi yang memiliki kepentingan
terhadap organisasi tersebut, berdasarkan aturan dasar dan prosedur yang
telah ditetapkan, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada mereka yang
menerima layanan.

Agus Dwiyanto (dalam Kasihta & Sadat, 2020) menjelaskan bahwa
pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh
birokrasi pabrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna.
Pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan masyarakat, karena
masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan
negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. sehingga
pelayanan publik harus memberikan kualitas yang sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat.

Dari definisi pelayanan publik yang telah di sebutkan sebelumnya,
kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pelayanan publik mencakup
semua jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah, baik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah sendiri maupun oleh organisasi masyarakat sipil.
Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk
menjalankan peraturan pemerintah yang sudah ditentukan, dengan
memanfaatkan sarana dan sumber daya yang cukup melalui prosedur kerja
yang spesifik untuk menyediakan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Secara teori, tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan menjamin kesejahteraan mereka, serta

mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
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Kualitas, seperti yang telah dijelaskan oleh Daviddow & Uttal ( dalam
Ikha, 2019) mengacu pada upaya yang dilakukan melalui berbagai metode
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. menurut Kotler (dalam Ikha, 2019)
mengatakan kualitas adalah semua karakteristik suatu produk atau layanan
yang memengaruhi kemampuannya untuk dibedakan dari produk atau
layanan lain.

Menurut Amin Ibrahim (dalam Ikha, 2019) mengatakan kualitas
pelayanan publik merupakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk,
jasa, proses dan lingkungan. Kualitas tersebut dinilai pada saat pelayanan
publik di berikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pelayann Publik yang
selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Satuan kerja
penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara
langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
kemudaian pasal 4 menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik ber asaz
kan:

a. kepentingan umum

b. kesamaan hak

c. keseimbangan hak dan kewajiban
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d. keprofesionalan

e. partisipatif

f. persamaan perlakuan

g. keterbukaan

h. akuntabilitas

1. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

j. ketepatan waktu

k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pemerintah mendirikan penyelenggara untuk mengelola pelayanan
publik. penyelenggara merupakan lembaga nasional, badan hukum, atau
badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang secara khusus
untuk tujuan memberikan pelayanan publik. Penyelenggara serta seluruh
komponen organisasi bertanggung jawab terhadap kegagalan atau
pelanggaran dalam pengelolaan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
organisasi penyelenggraan pelayanan publik, hal itu meliputi :

a. Pelaksanaa pelayanan.

b. pengelolaan keluhan masyarakat.

c. manajemen informasi.

d. pengwawasan dalam organisasi.

e. edukasi untuk masyarakat.

f. layanan Konsultasi.
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Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, saat
melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban untuk:
. Membuat dan menentukan standar pelayanan.

. mengembangkan, menetapkan, dan mempublikasikan informasi

layanan

. menempatkan personel yang kompeten
. menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk layanan publik.

. menyediakan layanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip- prinsip

penyelenggaran layanan publik

. melakukan layanan sesuai dengan standar layanan

. ikut serta dan mematuhi peraturan perundang-undnagan yang terkait

dengan layanan publik.

. menyediakan pertanggung jawaban terhadap layanan yang

disediakan

i. Membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

j. menanggung tanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi

layanan publik.

. menyampaikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang

berlaku apabila mengundurkan diri.
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Unit Pelayanan (UP) Pegelolaan Pendapatan Pinggir
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri merupakan
salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang berada dibawah

naungan badan pendapatan daerah provinsi riau. UPT ini memiliki tanggung
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jawab utama dalam mengelola serta memberikan pelayanan yang berkaitan
dengan pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
mengenai pedoman Organisasi dan Cara Kerja UPT Daerah, Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah unit kerja yang menjalankan tugas teknis
operasional pemerintah daerah serta memiliki tugas, fungsi dan wewenang
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah. Dalam hal ini, UPT
Pengelolaan pendapatan Duri berperan melaksanakan kegiatan teknis
operasional terkait pemungutan dan pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengelola pajak daerah secara langsung guna meningkatkan PAD.
UPT Pengelolaan Pendapatan Duri berperan sebagai pelaksana di lapangan
yang memberikan layanan perpajakan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus
mendorong kesadaran masyarakat dalam menuhi kewajiban untuk membayar
pajak kendaraan bermotor, UPT Pengelolaan Pendapatan Duri melaksanakan
berbagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. dan telah
melakukan berbagai inovasi. Beberapa di antaranya meliputi Pendirian Unit
Pelayanan (UP) Pinggir, UP Rupat, UP Bathin Solapan, serta peluncuran
inovasi SAMSAT Tanjak. Melalui langkah tersebut, UPT Pengelolaan
Pendapatan Duri berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat,

menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan partisiatif, serta
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mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dengan kewajiban mereka
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Secara umum, Unit Pelayannan (UP) merupakan bagian dari organisasi
induk yang dibentuk dengan tujuan memperluas jangkauan layanan kepada
masyarakat di wilayah tertentu. Unit ini berperansebagai perpanjangan tangan
instansi utama agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan dekat,
efisien dan lebih cepat. Berdasarkan Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI,
2021), unit diartikan sebagai satuan Kecil yang menjadi bagian dari
keseluruhan organisasi, sedangkan pelayanan adalah upay untuk memenuhi
kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, Unit Pelayanan (UP) dapat dipahami
sebagai satuan kerja yang memiliki tugas memberikan layanan tertentu
kepada masyarakat sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

Unit Peelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir merupakan
bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas untuk
memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat di wilayah tertentu.
Mengcu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 posisi struktur
organisasi tugas, fungsi dan tata kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.
UPT memiliki kewenangan membentuk Unit Pelayanan (UP) di kecamatan
atau wilayah lain yang dinilai strategis guna mempperluas akses masyarakat
terhadap layanan pajak daerah, terutama PKB. Menurut Kementerian PAN-
RB Tahun 2017 , inovasi dalam pelayanan publik dapat diwujudkan dengan
mendekati titik layanan kepada masyarakat, yaitu melalui pembukaan unit

pelayanan baru di daerah yang letaknya jauh dari kantor induk. Pembentukan
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Unit Pelayanan (UP) bertujuan untuk mempercepat dan mengefisiensikan
proses pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kesadran masyarakat
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Dengan demikian, pendirian Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan
Pendapatan seperti UP Pinggir, UP Rupat, dan UP Bathin Solapan adalah
salah satu wujud inovasi yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan
Pendapatan Duri bertujuan untuk yang bertuyjuan Untuk memperluas
jangkauan layanan publik, khususnya dalam pemungutan PKB yang
sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat akibat jarak cukup jauh dari kantor

induk UPT di Duri.

2.4 Pajak

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIaAIU) DIWER]S] 3)€3}S

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi
wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala negara.
Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang,
tanpa kompensasi langsung, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai
kepentingan negara guna tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-
besarnya.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro SH (dalam Ratulangi, 2018) pajak
merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung

yang dapat ditunjukkan. Dana yang di peroleh dari pajak digunakan oleh



‘nery eysng NN uizl eduey undede ymuaq wejep Ul siny ARy yninjes neje uelbeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NVIE YISAS NIN
o0}

‘nery eysng Nin Jelem bueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad q

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ymun eAuey uednnbuad ‘e

Jaguuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) (Ul SN} eAJey yninjas neje ueibegas dipnbusw Buele|iq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3dio seH

neiy ejysng NN Jijlw e}dio jyeH @

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIdAIU) dTWR[S] 3}€}G

28

negara untuk mendanai pengeluaran umum guna kepentingan masyarakat.
Adapun unsur unsur pajak yaitu:

a. Pajak merupakan iuaran yang dibayarkan kepada negara, dimana
Negara memiliki kewenangan untuk memungutnya. iuran tersebut
disetorkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.

b. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang beserta
peraturan pelaksanaanya, sehingga memiliki dasar hukum jelas dan
mengikat.

c. Pembayaran pajak tidak disertai dengan imbalan langsung dari
negara, artinya tidak ada jasa timbal balik yang secara khusus dapat

ditunjukkan kepada wajib pajak atas pembayaran yang dilakukan.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani (dalam Sihombing & Sibagariang,
2020) pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang bisa
dipaksakan) yang terutang kepada yang wajib membayarnya menurut
peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang
langsung bisa ditunjuk dan artinya yaitu untuk membiayai pengeluaran
pengeluaran umum  berhubungan dengan tugas Negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Waluyo (dalam Rizkina et al., 2021) yaitu fungsi pajak terbagi
menjadi 2 :
1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)
fungsi pajak adalah sebagai sumber dana yang digunakan bagi

biaya untuk pengeluara pemerintah. Sebagai contoh yaitu
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dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam
negeri.

Fungsi Mengatur (Rugeler)

Fungsi pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh yaitu
dikenakan pajak lebih tinggi seperti minuman keras, dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah..

Menurut Waluyo (dalam Fabiana Meijon Fadul, 2019) bahwasanya

sistem pemungutan pajak ada 3 bagian yaitu:

1.

Official Assessment system

Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar atau
tidaknya pajak yang terutang.

Self Assement System

Sistem ini adalah pemungutan pajak untuk memberi wewenang,
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar
memperhitungkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.

Withholding

Sistem ini ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga ntuk memungut dan memotong

besarnya pajak kepada wajib pajak yang terutang.
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Menurut Sihaan (dalam Irfan et al., 2023) pajak daerah adalah jenis
pajak yang diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah,
dimana kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.
Pendapatan dari pajak tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan
berbagai pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan serta
pembangunan di tingkat daerah.

Mengenai hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum daam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah yang mengatakan bahwasanya Pajak Daerah merupakan iuran wajib
yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pajak digunakan untuk mendukung pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah .
Jika nantinya PAD dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat maka dari itu pemerintah akan menggali dan
meningkatkan potensi pajak daerah.

Adapun kriteria umum pajak daerah menurut Davey (dalam Julfaidin et
al., 2024) yaitu:

a. Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan utama dan paling jelas untuk sumber pendapatan yang
besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya
pelayanan yang akan dikeluarkan. Eleastisitas yaitu merupakan
kualitas sumber pajak yang penting, elastisitas dengan mudah bisa

diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa
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tahun dengan perubahan dalam indeks harga, produk nasional
bruto.

Keadilan

perpajakan mempunyai tiga dimensi dalam keadilan. Pertama,
keadilan secara vertical yaitu hubungan dalam tanggung jawab
pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda. Kedua adalah keadilan
horizontal, merupakan hubungan tanggung jawab pajak dengan
sumber pendapatan. dan yang terakhir adalah keadilan geografis,
tanggung jawab pajak harus adil antar penduduk di berbagai
daerah.

Kemampuan Administratif

Setiap sumber pendapatan memiliki jumlah yang bervariasi,
sehingga dibutuhkan integritas serta kemampuan dalam mengambil
keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan

administrasinya.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Telah dilakukan
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Pajak Daerah dan Retribusi yang mana menjadi Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009. adapun jenis—jenis pajak telah dibagi menjadi dua bagian yaitu
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan

bahwa terdapat lima jenis pajak provinsi, yaitu: Pajak Air Permukaan, Pajak
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Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakal Kendaraan Bermotor,
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, jenis pajak yang ditetapkan untuk tingkat Kabupaten/
Kota berjumlah sebelas (11) meliputi: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi Dan Bangnan Perdesaan Dan
Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Serta Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor, ketentuan mengenai pajak ini diatur dalam bagian
kedua yang mencakup pasal 3 hingga pasal 8. Dalam Undnag-Undang
tersebut, Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai kendaraan ber roda dan
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan
bermotor yang beroperasi di perairan dengan ukuran isi kotor antara 5 (lima)
Gross Tonnage hingga 7 (tujuh) Gross Tonnage. Namun, terdapat beberapa
jenis kendaraan yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut:

a. Kendaraan Bermotor yang pemanfaatannya terbatas hanya untuk

tujuan atau kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

b. Kereta Api.

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki atau digunakan oleh kedutaan,

konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik,
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serta lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari pemerintah.

d. Objek Pajak lainnya ayang diatur dan ditetapkan berdasarkan

ketentuan dalam peraturan daerah.

Dapat artikan bahwa PKB ini merupakan iuran wajib yang dikenakan
atas kepemilikaan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun
lebih, yang pengelolaannya dan penerimaannya diatur oleh pemerintah daerah
setempat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang
dimaksud dengan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.
Sedangkan Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pemilik
Kendaraan Bemotor Apabila yang menjadi wajib pajak adalah suatu badan
maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh pengurus atau
pihak yang diberi wewenang oleh badan tersebut.

Masa PKB berlaku selama 12 bulan secara berurutan terhitung mulai
dari tanggal pendaftaran kendaraan bermotor. pembayaran PKB dibayarkan
secara penuh pada awal periode. Jika terjadi keadaan kahar (force majeure)
yang menyebabkan masa pajak tidak berlangsung selama 12 bulan penuh,
maka wajib pajak berhak memperoleh restitusi atau pengembalian atas bagian
pajak yang telah dibayarkan untuk periode masa pajak yang belum

digunakan.
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Penyelenggaraan pelayanan PKB merupakan salah satu benuk upaya
pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merupakan sumber
keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pajak kendaraan
bermotor. (PKB) termasuk dalam jenis Pajak Provinsi yang dikenakan
terhadap kepemilikan dan/ atau pengendalian atas kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pemungutan dan pelayanan PKB ditetapkan dalam
peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan
tata cara pengumpulan pajak daerah, menjelaskan bahwa proses pelaksanaan
pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang
diatur secara resmi dalam peraturan tersebut melalui sistem pelayanan
langsung kepada masyrakat yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Tenik
(UPT) di bawah koordinasi Badan Pendapat Daerah (BAPENDA) provinsi.

Pada tingkat daerah, dasar hukum pelaksanaan pemungutan PKB diatur
dalam peraturan daerah di provinsi riau nomor 4 tahun 2015 yang mengatur
mengenai pajak daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelayanan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengelolaan pendapatan Daerah, yang memiliki tugas untuk
memberikan layanan, melakukan proses pendaftaran, sertaa menerima
pembayaran PKB dari wajib pajak yang berada dalam wilayah kerjanya.

Dalam rangka memperluas akses pelayanan bagi masyarakat, Bapenda

Provinsi Riau membentuk Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan di
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Sejumlah kecamatan. Pembentukan Unit ini bertujuan untuk mendekatkan
layanan kepada masyarakat sehingga proses pemenhan kewajiban pajak
kendaraan bermoto dapat dialkukan dengan lebih mudah, cepat dan efiseien.

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Unit
Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan meliputi beberapa kegiatan:

1. Pendaftaran kendaraan bermotor baru serta perpanjangan masa

pajak.

2. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

3. Penerimaan serta pengesahan pembayaran PKB

4. Penyediaan layanan informasi dan edukasi bagi wajib apajak.

Pelayanan yang berjalan secara efektif diharapkan mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses administrasi serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah daerah

sebagai penyedia layanan Publik (Sukmana et al., 2022).

Pandangan Islam

Al-Qur’an berfungsi sebagai tuntunan utama dalam menjalani
kehidupan bagi umat islam. Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa setiap amal
perbuatan, baik maupun buruk, akan mmperoleh balasan di akhirat. Islam
juga mengajarkan pentingnya berbuat baik terhadap sesama. Dalam konteks
pelayanan publik, Pemerintah serta (Husna et al., 2025) aparatur sipil negara
memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan atau
memberikaan pelayanan yang berlandaskan dalam ajaran Islam, pelayanan

harus dilakukan dengan baik, jujur, berkualitas, dan penuh amanah.
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Pandangan Islam menegaskan bahwa menjalankan tugas sesuai dengan
perintah Allah SWT merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala,
sedangkan mengabaikan perintahnya dapat menimbulkan dosa. Oleh karena
itu setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan niat yang tulus untuk
memperoleh ridho dan pahala dari Allah SWT Dengan mengacu pada Al-
Qur’an dan hadist, kita dapat memahami firman Allah tentang pentingnya
pelayanan publik:
1. Allah Berfirman Q.S An-Nisa’ ayat 57
Vs 80 51 (il 15285 5 a0 (s e 135 Talal b 15355 & i &
Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam hal ini, Prinsip keadilan dan amanah memegang peranan
yang sangat signifikan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan.
artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur negara atau
petugas yang berwenang wajib memberikan pelayanan secara adil, tanpa
mebeda-bedakan, serta menjunjung tinggi integritas di setiap tahapan
proses pelayanan.

2. Rasulullah SAW Bersabda dalam Hadist nya
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Artinya“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan
Muslim)

Hadist ini mengaskan bahwa tugas pelayanan tidak hanya memiliki
dimensi duniawi tetapi juga bernilai ukhrawi. Dalam pandangan islam
pelayanan Publik menuntut tanggung jawab moral dan spiritual, bukan
hanya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab
kepada Allah SWT.

Hadis Dari Rasullullah SAW bersabda
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia
lainnya.” (HR. Ahmad)

Hadis ini mengandung pesan moral bahwa pelayanan publik yang
baik adalah ibadah sosial, karena memberikan manfaat kepada banyak
orang. Pegawai atau petugas pajak yang bekerja dengan niat melayani dan
membantu masyarakat menjalankan kewajiban pajaknya berarti telah

menunaikan tugas dengan nilai ibadah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis
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penelitian ini, baik yang membahas efektivitas pelayanan publik maupun
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya kajian pustaka yang
memadai, penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis

fenomena yang terjadi di lapangan.
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2 o Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
= =~
§ b= Nama
é Nov Penulis Judul Perbedaan Persamaan
s = Tahun
i
a8 1B (Karmila, Efektivitas Penelitian ini  berfokus | Keduanya sama-sama
c &
;‘,— = 2024) Pelayanan Samsat | pada  samsat  keliling | menggunakan metode
e w
= Keliling di kota | sebagai bentuk pelayanan | kualitatif — deskriptif
w
-~
) Parepare bergerak, sedangkan | dan menelliti
A
0 penelitian  ini  meneliti | efektivitas pelayanan
UPT pengelolaan | pajak kendaraan
pendapatan pinggir yang | bermotor
berfungsi  sebagai  unit
pelayanan tetap
2. (Nopita Efektivitas Penelitian sebelumnya | Keduanya sama-
Piona, 2021) | pelaksanaan meniliti program samsat | gama meneliti
program samsat keliling ~ sebagai bentuk | o fpetivitag
N 1 jak b k .
keliling  dalam e T A pelayanan pajak

kendaraan bermotor

dalam lingkup
badan daerah
provinsi riau dan
menggunakan
pendekatan
kualitatif
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(Satria yoga
Abimayu,

2019)

Bermotor

Provinsi

Simpang

Riau)

Efektivitas
Layanan e-Samsat
Riau dalam Upaya
Peningkatan
Penerimaan
Pembayaran Pajak

Kendaraan

(Studi Kasus UPT
Pengelolaan

Pendapatan

Bapenda Provinsi

Penelitian Abimayu

meneliti efektivitas
layanan e-Samsat, yaitu
sistem pelayanan pajak
berbasis digital, di UPT
Pengelolaan ~ Pendapatan
Simpang Tiga. Sedangkan
penelitian  ini  meneliti
efektivitas Unit Pelayanan
(UP) Pengelolaan
Pendapatan Pinggir yang
memberikan pelayanan
secara langsung kepada

masyarakat.

Keduanya sama-sama
membahas efektivitas
pelayanan

pajak

kendaraan bermotor di

bawah Badan
Pendapatan ~ Daerah
Provinsi Riau,
menggunakan

pendekatan kualitatif

deskriptif untuk
menilai efektivitas
layanan publik.
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Definisi Konsep

Definisi konsep mengacu pada pemahaman yang masih bersifat abstrak,

namun secara intuitif tetap dapat dimengerti maknanya. Oleh karena itu

beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini mendefinisikan

beberapa hal yaitu:

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi atau unit

kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Efektivitas dapat diukur
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melalui kemampuan unit pelayanan dalam mencapai sasaran,
beradaptasi dengan lingkungan, serta mengoptimalkan proses

internalnya.

. UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir merupakan unit kerja

operasional di bawah maungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
yang memiliki tugas memberikan pelayanan pajak kendaraan
bermotor diberikan secara langsung kepada masyarakat di daerah
kecamatan pinggir.

Pelayanan Pajak Kendraan Bermotor mencakup seluruh proses
administrasi dan layanan publik yang diberikan kepada wajib pajak,
mulai dari tahap pendaftran, pembayaran, hingga penertiban

dokumen resmi seperti STNK dan BPKB.

. Pelayanan Publik adalah suatu proses pemberian bantuan kepada

masyarakat melalui metode tertentu yng membutuhkan kepekaan dan
interaksi antar pribadi untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan

dalam pelayanan.

Konsep Operasional
Alat ukur yang digunakan untuk penelitian Efektivitas Unit Pelayanan
(UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir Dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Pajak Kendaraan Bermotor.
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2§ Kerangka Berfikir
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Dalam Penelitian ini akan membahas Efektivitas Unit Pelayanan (UP)
Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam penyelenggaraa pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DURI

=

UP PINGGIR
UP RUPAT
3. UP BATHIN SOLAPAN

N

|
Efektivitas Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan

Pendapatan  Pinggir Dalam  Penyelenggaraan
Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Bengkalis .

Pencapaian Integrasi Adaptasi
Tujuan

untuk mengetahui sejauh mana Unit Pelayanan
(UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir telah
efektif dalam melaksanakan pelayanan pajak
kendaraan bermotor, serta upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
tersebut.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan penggunaan model
matematis, statistik ataupun komputasi. Proses penelitian diawali dengan
penyusunan asumsi dasar serta kerangka berfikir yang menjadi pedoman
dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak
menggunakan angka baik dalam proses pengumpulan data muaupun dalam
menafsirkan hasil penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan yang ada
adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Anggito, 2018),
penelitian deskriptif merupakan suatu upaya untuk mencari fakta disertai
dengan interprestasi yang akurat. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap
permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat serta tata cara yang
berlaku dalam kondisi tertentu, termasuk didalamnya hubungan, aktivitas,
sikap, pandangan , proses yang sedang berlangsung, serta pengaruh dari suatu

fenomena.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakn di Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan
Pendapatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Adapun rencana waktu Penelitian

akan dilaksanakan pada bulan November-Januari 2026

43
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Data merupakan bentuk representasi dari suatu objek atau Sekumpulan
fakta yang bisa diolah menjadi informasi untuk keperluan seperti diskusi,
pengambilan keputusan, perhitungan, maupun pengukuran. Fakta —Fakta
yang diperoleh akan diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami
dan digunakan. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari

sumber aslinya. Dalam penelitian ini, penelitt mengumpulkan data
primer secara spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian yang sudah dirumuskan. Data tersebut akan diperoleh
langsung dari petugas UP serta masyarakat atau wajib pajak yang

berada di kecamatan pinggir.

. Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber

yang di telah di proses sebelumnya, seperti data yang dipublikasikan,
arsip, atau dokumen resmi. Data ini mencakup berbagai informasi
historis yang berkaitan dengan bidang penelitian, struktur organisasi,
beserta data tambahan yang dinilai penting guna memperkuat

analisis pada penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian dimana
peneliti menggunakan metode iniah untuk memperoleh data secara sistematis

sesuai dengan permasalahan yang dikaji.Teknik pengumpulan data dalam
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penelitian ini disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dilakukan secara

langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan 45

dengan permasalahan penelitian. pengumpulan data dengan metode yang

diterapkan dalam penelitian sebagai berikut:

a)

b)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden terkait
permasalahan yang sedang diteliti. Dimana penelitian ini dilakukan secara
langsung kepada informan terdiri dari Penanggung Jawab Unit Pelayanan
(UP) Pengelolaan Pendpatan Pinggir, petugas pelayanan serta wajib
pajak. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait proses
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, kendala yang dihadapi, serta upaya
yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena yang
sedang diteliti. dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di
Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir. Peneliti mengamati
kondisi sarana dan prasarana, proses pelayanan, serta situasi pelayanan
pada saat jam ramai untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan
diberikan kepada masyarakat.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diharapkan
melalui pendekatan tidak langsung terhadap subjek penelitian, melainkan
melalui  penelaahan berbagai dokumen. penelitian ini  berupa

pengumpulan data tertulis seperti data target dan realisasi PKB, jumlah
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wajib pajak, struktur organisasi, serta foto kondisi sarana dan prasarana
pelayanan di Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan Pinggir

(Mukhlas Abrar, 2024)

Informan Penelitian

Informan Penelitian ini merupakan individu atau pihak yang terkait
dengan penelitian ini sesuai dengan kebutuhan pendekatan kualitatif. Agar
mendapatkan informasi tentang pelayanan di Unit Pelayanan (UP) Pinggir,
penentuan key informan dalam penelitian ini diterapkan teknik purposive
sampling, yakni metode pengambilan sampel secara sengaja dengan memilih
individu yang dapat mewakili karakteristik populasi sebagai informan.
Informan tersebut dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan
keterlibatan dalam konteks penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini,
yang dimaksud adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam

kegiatan dan interaksi sosial yang menjadi objek studi.

Tabel 3. 1 Key Informan

No Informan Penelitian Jumlah

1. | PJ Unit Pelayanan(UP) Pengelolaan Pendpatan 1 Orang
Pinggir

2 Petugas UP Pinggir 3 Orang

3 Wajib Pajak Pengguna layanan UP Pinggir 4 Orang

Jumlah 8 Orang
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3.6 Teknik Analisa Data

nery eysns NN J!iw epdio y

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIaAIU) DIWER]S] 3)€3}S

Teknik analisis data adalah proses pengelolaan data secara teratur
sehingga peneliti dapat dengan mudah membuat kesimpulan. Pendapat ini
diambil dari Bogdan dalam Buku Sugiyono. Analisis data merupakan
aktivitas dalam mencari dan mengorganisasi data secara sistematis yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan berbagai sumber lainnya,
agar informasi tersebut dapat dipahami dengan jelas dan disampaikan kepada
orang lain. Dalam pnelitian kualitatif, analisis data yang dialakukan secara
induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian
dikembangan menjadi temuan atau kesimpulan penelitian.

Menurut Miles & Huberman (1992) dikutip oleh Sugiyono , analisis
data terdiri dari tiga tahap utama yang dilakukan secara:

1. Reduksi data adalah proses memilih, merumuskan penelitian,
memfokuskan perhatian, menyederhanakan, serta menyajikan informasi
dari data mentah yang diperoleh melalui catatan lapangan. proses ini
dilakukan untuk menyeleksi dan menata data agar lebih terfokus pada hal
yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data tidak hanya
dilakukan sekali tetapi berlangsung terus menerus sepanjang proses
penelitian kualitatif hingga diperoleh temuan yang bermakna.

2. Penyajian data ,menurut Miles dan Huberman, merupakan proses menata
sekumpulan informasi yang telah terorganisir sehingga memungkinkan
peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian

data bertujun agar informasi yang diperoleh dapat dipahami secara
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menyeluruh dan logis. Bentuk penyajian data dalam analisis kualitatif
dapat berupa matriks, grafi, jaringan, maupun bagan, yang semuanya
membantu memperjelas hubungan antar data dan memperkuat validitas

analisis yang dilakukan.

. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan menurut Miles & Huberman

Merupakan bagian tak terpisahkan dari analisis data. Kesimpulan tidak
hanya dibuat di akhir penelitian, tetapi berlangsung terus selama nproses
penelitian. Verifikasi dilakukan melalui refleksi, peninjauan ulang
catatan ulang lapangan, diskusi dengan rekan sejawat, dan perbandingan
data untuk memastikan kesimpulan valid, konsisten, dan sesuai dengan

data empiris.
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BAB 1V

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran Umum Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari kecamtan mandau
kabupaten bengkalis, kecamatan Pinggir diresmikan tepatnya pada tanggal 24
Oktober 2003. Sebelum menjadi kecamatan pusat pemerintahan terletak
diduri, Berdasarkan PP No.129 Tahun 200 ada beberapa tujuan dibentuknya
sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut
diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan
masyrakat, mempercepat pertumubahan  demokrasi, mempercepat
pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan
potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan
hubungan ang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom
maka pelayanan masyarakat menjadi kebih dekat dan memiliki anggaran yang
dikelola sendiri yang dapat di pergunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Pinggir membuka lapangan kerja, serta
pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan
menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat pusat pertumbuhan ekonomi
Karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
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Sejarah Pembentukan Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Pinggir

Unit Pelayanan (UP) Pengeolaan Pendapatan Pinggir merupakan unit
pelayanan yang berada di bawah naungan UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.
Pembentukan UP Pinggir dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah
untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan pelayanan pajak daerah,
khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat yang berada di wilayah
kecamatan pinggir dan sekitarnya.

Sebelum dibentuknya UP Pinggir, seluruh pelayanan pengelolaan
pendapatan daerah, termasuk pelayanan pajak kendaraan bermotor, terpusat
di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri. Kondisi tersebut menyebabkan jarak
tempuh yang relatif jauh bagi sebagian masyarakat kecamatan pinggir untuk
mengurus kewajiban pajak, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak serta menurunnya efektivitas pelayanan publik.

Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (service
proximity) serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pemerintah daerah kemudian membentuk UP Pnggir sebagai unit pelayanan
teknis yang bersifat perpanjangan tangan dari UPT Pengelolaan Pendapatan
Duri. UP Pinggir tidak berdiri sebagai unit yang terpisah secara struktural,
melainkan berada di bawah koordinasi dan pengawasan langsung UPT
Pengelolaan Pendapatan Duri.

Sejak awal pembentukan tahun 2021, UP Pinggir memiliki tugas utama

melaksanakan pelayanan administrasi perpajakan daerah. Khususnya terkait
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pajak kendaraan bermotor, memberikan informasi dan edukasi perpajakan
kepada masyarakat, serta membantu optimalisasi penerimaan pajak daerah di
wilayah kecamatan pinggir. Dengan adanya unit pelayanan ini, diharapkan
proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, serta mampu
meningkatkan kepuasan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi

kewaiban pajak.

Visi, Misi dan Motto Kantor Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan
Pinggir.
A. Visi
Terwujudnya Pelayanan pengelolaan Pendapatan daerah yang profesional,
transparan, dan berkualitas guna meningkatkan kepatuhan masyarakat
dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
B. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan
Pinggir menetapkan beberapa misi sebagai berikut:
“ Menghimpun penerimaan dalam negeri dengan sektor pajak dan
mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan

Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang

tinggi”
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Struktur Organisasi Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan
Pinggir

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan (UP)

Pengelolaan Pendapatan Pinggir

PJ UP Pengelolaan
. Pendapatan Pinggir

DENNY WAHYUDI, S.Sos

Kepala UP Pengelolaan
Pendapatan Pinggir

YULYANTO

Petugas UP Pengelolaan
= Pendapapatan Pinggir

1. MUHAMMAD ARAFAT,
S.Ip

2. ABDUL RAHIM, S.Pd

3. ARIANTO, A.Md

Berdasarkan Bagan 4.1 struktur organisasi unit pelayanan
Pengelolaan pendapatan pinggir, sumber daya manusia yang terlibat dalam
penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih terbatas.
Jumlah pegawai yang bertugas di UP Pinggir sebanyak 3 (Tiga) orang dan di
sertai oleh 2 orang lagi Kepala UP Pinggir dan Penanggung Jawab UP
Pinggir, yang masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat.
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Dapat dilihat dari status kepegawaiannya, pegawai yang bertugas di
UP pengelolaan pendapatan pinggir terdiri dari pegawai berstatus Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN/THL yang membantu proses
pelayanan harian, ASN memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan
tugas administrasi dan pelayanan pajak, sedangkan pegawai non-ASN/ THL
berperan membantu kelancaran pelayanan, Khususnya pada saat jumlah wajib
pajak meningkat. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dengan status
kepegawaian yang berbeda ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan
PKB di UP Pinggir. Dengan jumlah pegawai yang relatif sedikit, beban kerja
menjadi cukup tinggi, terutama pada periode tertentu seperti masa jatuh
tempo pembayaran pajak. Kondisi ini menuntut pegawai untuk bekerja secara

meultigas agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Tabel 4. 1 Status Kepegawaian Pegawai UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIaAIU) DIWER]S] 3)€3}S

NO Status Kepegawaian Jumlah
1 ASN 4 Orang
2 Non-ASN/ Honorer 1 Orang

Jumlah 5 Orang

Sumber: Olahan Penulis 2025
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Unit Pelayanan
Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis, Keberadaan Unit Pelayanan
Pengelolaan Pendapatan Pinggir telah memberikan kemudahan bagi wajib
pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan
yang diselenggarakan lebih dekat dengan masyarakat sehingga
mempermudah akses dan mengurangi jarak serta waktu tempuh wajib pajak.
maka dari itu peneliti menarik kesimpulan mengenai efektivitas UP tersebut
dalam pelayanan PKB, sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam hal
realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan
kondisi yang fluktuatif dan belum konsisten setiap tahunnya. Meskipun
pernah melampaui target pada tahun 2022, namun pada tahun-tahun
berikutnya target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dari sisi prosedur,
pencapaian tujuan dinilai cukup baik dengan adanya persyaratan layanan
yang sederhana (hanya KTP dan STNK asli) yang memudahkan
masyarakat. Namun, standar waktu pelayanan 10-15 menit sering kali
tidak tercapai akibat gangguan sistem teknis.

2. Integrasi atau kemampuan membangun kerja sama telah berjalan cukup

baik, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, petugas
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saling membantu dan membagi tugas meskipun jumlah personel sangat
terbatas. Secara eksternal, koordinasi dengan instansi terkait seperti
Bapenda, Jasa Raharja, dan Kepolisian sudah terjalin secara harmonis
untuk melancarkan proses pelayanan kepada wajib pajak.

Kemampuan adaptasi organisasi tergolong cukup efektif, terutama
dalam hal fleksibilitas pelayanan. Petugas mampu menyesuaikan alur
pelayanan dan mempercepat proses saat terjadi lonjakan wajib pajak,
seperti pada masa program pemutihan. Namun, aspek adaptasi ini belum
didukung oleh pengembangan kompetensi melalui pelatihan formal, di
mana petugas masih mengandalkan pengalaman pribadi dan belajar
mandiri dari sesama rekan kerja.

adapun terdapat bebrapa faktor penghambat pada Unit Pelayanan
Pengelolaan Pendapatan Pinggir dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis, hambatan tersebut
merupakan aspek Sumber daya manusia, aspek kendala Wajib Pajak,
aspek sarana dan prasarana, aspek teknis. hamabatan inilah yang
menyebabkan UP Pinggir dalam penyelenggaraan Pelayanan PKB
belum dapat berjalan seefektif seperti yang diinginkan.

Secara keseluruhan, Unit Pelayanan Pengelolaan Pendpaatan Pinggir
dalam Penyelenggaraan Pelayanan PKB sudah memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, namun

masih perlu beberapa perbaikan yang harus dilakukan agar UP Pinggir
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dapat berjalan lebih efekti,efisien dan sesuai dengan Standar Pelayanan

Publik yang ada di indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Unit pelayanan Pengelolaan

Pendapatan Pinggir dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan

Bermotor maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1.

penyesuaian dalam pelaksanaan tugas pelayanan, baik melalui
penambahan jumlah petugas maupun pengaturan pembagian tugas yang
lebih efektif, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang
jatuh tempo pembayaran pajak. Dengan adanya pengaturan tugas yang
lebih baik, beban kerja petugas dapat berkurang sehingga proses
pelayanan dapat berlangsung dengan lebih lancar dan sesuai dengan
standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Mengingat aplikasi ERI merupakan sistem yang dikelola oleh pihak
Kepolisian, maka pihak UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir perlu
memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan
kendala sistem. Sebaiknya ada komunikasi yang lebih cepat untuk
menangani gangguan aplikasi tersebut. Selain itu, fasilitas pendukung
seperti jaringan internet di kantor juga harus diperkuat agar akses ke
sistem pusat tidak sering terputus, sehingga pelayanan kepada
masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang lama."
Pihak UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir sebaiknya mulai menata

ulang ruang tunggu supaya tidak terasa sempit dan lebih nyaman buat
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masyarakat yang datang. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah
jumlah kursi tunggu dan memasang pendingin ruangan seperti AC atau
kipas angin, karena kondisi ruangan yang panas sering dikeluhkan
wajib pajak. Selain itu, area parkir juga perlu dirapikan lagi supaya
motor dan mobil tidak semrawut di depan kantor, jadi masyarakat
merasa lebih nyaman saat mengurus pajak mereka.

Instansi terkait sebaiknya mengadakan pelatihan atau bimtek khusus
buat para petugas di UP Pinggir, terutama soal cara melayani
masyarakat dengan baik (service excellence) dan pembaruan aturan
pajak. Hal ini penting supaya para petugas punya standar kerja yang
profesional dan tidak cuma belajar sendiri-sendiri secara otodidak.
Dengan adanya pelatihan resmi, petugas bisa lebih siap dan cepat
beradaptasi kalau ada perubahan sistem atau aturan baru di masa depan.
Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
secara berkelanjutan, khususnya dalam memberikan informasi yang
jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor.kalau bisa mengenai sosialisasi ini harus
disebarkan seluaskan mungkin seperti di media visual bukan hanya di
instagram tapi melalui aplikasi fb, wa dan media sosial lainnya
kemudian di sebar melalui web web Dengan adanya pemahaman yang
lebih baik dari masyarakat, proses pelayanan dapat berjalan lebih tertib,
cepat, dan mendukung peningkatan efektivitas pelayanan secara

keseluruhan.
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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

wancara Kepada PJ UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir

—

D

[98)

Bagaimana realisasi penerimaan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan
Pinggir?

Apakah pelayanan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir sudah
menjangkau seluruh Wajib Pajak di Wilayah kecamatan Pinggir?
Bagaimana bentuk kerja sama dan koordinasi antara UP Pinggir dengan
instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan PKB?

Apakah dilakukan evaluasi terhdap pelaynan PKB di UP Pinggir? jka iya
bagaimana pelaksanaannya?

Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung
Pelayanan PKB di UP Pinggir?

Wawancara Petugas UP Pengelolaan Pendaptan Pinggir

~
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b

b

a

=

&

Bagaimana upaya yang dilakukan UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir
dalam meningkatkan pencapaian target PKB?

Bagaimana pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UP
Pengelolaan Pendapatan Pinggir setiap tahunnya?

Bagaimana pelaksanaan kerjasama antar petugas dalam kondisi
keterbatasan jumlah pegawai?

Bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh UP Pengelolaan
Pendapatan Pinggir dalam menyampaikan informasi pelayanan PKB
kepada masyarakat?

Bagaimana pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar petugas dalam
menunjang kelancaran pelayanan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan
Pinggir?

Bagaimana petugas menyesuaikan proses pelayanan PKB dalam
menghadapi peningkatan jumlah wajib pajak agar pelayanan tetap berjalan
dengan baik?

Bagaimana upaya peningkatan kemampuan petugas, seperti pelatihan dan
dukungan struktur organisasi, dalam menunjang fleksibilitas pelayanan
PKB di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir?

Bagaimana petugas mengatasi kendala gangguan sarana dan prasarana,
dalam menjaga kelancaran pelayanan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan
Pinggir?
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\i’:awancara Wajib Pajak UP Pengelolaan Pendaptan Pinggir
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[98)

b

b

a

~

Bagaimana kemudahan prosedur pelayanan PKB di UP Pengelolaan
Pendapatan Pinggir dalam mendukung pelayanan PKB?

Apakah keberadaan UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir memudahkan
dalam melakukan pembayaran PKB?

Bagaimana mengenai kejelasan persyaratan dan kualitas pelayanan
pembayaran PKB di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir?

Apakah peran media sosial berperan dalam menyampaikan informasi
keberadaan UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir kepada masyarakat?
Bagaimana kelengkapan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi
pelayanan PKB?

Apakah ketersediaan dan penataan fasilitas parkir dalam mendukung
kelancaran pelayanan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir sudah
cukup baik?

Bagaimana penyesuaian fasilitas pelayanan, seperti ruang tunggu dan
tempat duduk, dalam pelayanan PKB di UP Pengelolaan Pendapatan
Pinggir?

Bagaimana kondisi kenyamanan ruang pelayanan yang dirasakan wajib
pajak saat melakukan pembayaran PKB di UP Pengelolaan Pendapatan
Pinggir?
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UIN SUSKA RIAU
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sult

Wawancara bersama Ibu Supriani selaku Wajib Pajak UP Pengelolaan Pendapatan

Pinggir

Wawancara Bersama Bapak Suryanto selaku Wajib Pajak UP Pengelolaan

Pendapatan Pinggir

_u\ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. :ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .u: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

insoamay 2 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



113
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau K State Islamic University of Sultan SyarifXa8im Riau
_u\ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ,.. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
A = .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

I/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

insoamay 2 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KEMENTERIAN AGAMA
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WI'I,.ﬂ FACLLTY OF FCONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
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LR NI & AL Tan OORI-SRIDA) Wl woum pmyw ks m ik 1 sl ik smane g sl ay i@
hamor + B-7A83/Un 04/F.VILV/PP.00.8/12/2026 02 Dasamber 2025
Sifar ¢ Blasa
Lamplran  ; -
Perhal  : Blmblngan Skeipsl

¥ih, Muslim, 8.508., M.Sl,

Dosan Fakultas Ekoroml dan limu Sosial
UiN Sultan Syaril Kasim Riau
Pekanbary

Assalamu'alaikum Wr, Wh.
Dengan harmat, bersama knl disampalkan kepada Seudara bahwa mahasiswa:

nery eysng Niny!iw eydio yeq @

MNama . Windy Maharani
MM : 12270524203
Prodi :  Administrasi Negara 51

Semester @ VIl {lujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan limu Sostal Universitas |slam Neged Sultan
Syl Kasim Rlsu yong leleh memenuhl syarat uniuk memyusun shrips dengan judul
“EFEKTIVITAS PELAYANAN (UP)PENGELOLAAN PENDAPATAN PINGGIR
DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
BENGKALIS", Sehubungan dangan hal di atas, Saudars diunuk sebagal Pembimbing
Skripsi mehaslswa tersebul.

Damikian disampalkan, atas bantuan Seudara diucapkan terimakasih,

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakll Dakan |

Dr. Nurlasers, 5.E. M.5L
NIP. 18730607 200710 2 003
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© Hak o._z ta Mi__x UIN Suska Riau State Islamic University of mz:%m%mlm Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1. KEPALA UPT PENGELCLAAN PENDAPATAN DURI
SEMRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVING] RIAL

2. KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
D005 2NODAAPENDAN, 110804
Blasa

01 Jull 20256

eiah

Ithgimens wn'awy Dakses Lisorsk gan'i b | cominys morssss s bk B pieg eh”

3410MUn.04/F VIVPP.00.908/2025 tanggal 03 Junl 2025 Tentang Mohon fein Pra Risel, bersams Ini diharapkan kepada saudamn

Berdesaricen Sural Dsken Fakullas Exonoml dan limu Sosial Unlversias lelam MNegerl Sultsn Syarl Kasim Risu Momor | B-
uniek membanty membarkan ntormasl yang dibutuhkan dan pangislan lembaran kueslonar,

Adapun nama mahasiswa yang barsangkutan yei |

Demilian disampalken, &tas perhatisn Saudsra diucapkon lenima laslh,

Program Studl

Jenjang

Judul Peneliian

"IN B 11 T 2008 s § A §
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i
q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ...J 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ff .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cip State Islamic University of Sultan m%mm sim Riau
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UPT PENGELOLAAN PENDAFATAN DURI,
MOHD. ARl DWI WAHYUDI

Pembina
NIP. 19780614 201102 1 001

Duri, 8 Maret 2026
ALA

KEP,
AT SRS AT A g TR BT T

J. Harapan Jaya No.18 Telp, (0765) 84288 - Durl

Laman https fhapenda rigy.qo.id, Pos-el b
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Nomar : B/12/400.7.22.1/BAPENDA/UPT.03/2026
: MOHD. ARI DWI WAHYUDI, ST
: Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

: 19780614 201102 1 001

: WINDY MAHARANI

112270524203

: Administrasi Negara

: VI (Tujuh)

ni takat
yany diterbilkan clsh Balal Bosar Sortifikas! Eleidronik (BSE), Badan Sibar den Sand! Negars (BESN].

Telah melakukan riset dengan judul "Efektifitas Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan

Pendapatan Pinggir Dalam Penyelenggaraan FPajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalls®, mulal tanggal 25 November 2025 s/d 14 Januard 2026 di UPT Pengelolaan

dengan inl menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pendapatan Duri,

Semester

Nama
NIP
Jabatan
nama
NIM
Jurusan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ.\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ff .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Ibu Salbiah. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan
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eysy

Penulis melakukan penelitian di UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir
yaeng berada di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan judul
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nery wisey JjreiAg uejn



